
CALON Presiden  nomor 
urut 2 Prabowo  Subianto 

 mengatakan bahwa 
dirinya dan Koalisi 

I ndonesia Maju (KIM) 
adalah tim dari Presiden 
Joko Widodo (J okowi). 

Ini  disampaikan 
Prabowo dalam acara 

‘Suara Muda Indonesia 
untuk Prabowo-Gibran’ 

di JCC Senayan , 
J akarta, akhir pekan lalu 

(27/1).
“Saudara-saudara 

 sekalian, Prabowo-Gibran 
serta k oalisi Indonesia maju, 
kami       t    erang-terangan dan 
tidak  malu-malu dan tidak 
 mencla-mencle. Kami adalah 
timnya Pak Joko Widodo dan 
Anda tahu saya sekian tahun 
adalah lawan Pak Jokowi,” kata 
Prabowo.

Prabowo lantas mengenang 
soal dua kali kekalahannya dari 

Jokowi pada Pilpres 2014 dan 
2019. Prabowo juga mengingat 
sebuah kalimat yang ia ucapkan 
pada momen pelantikan Jokowi 
sebagai presiden.

“Saya ingat hari itu hari 
Jumat, pelantikan hari Senin dan 
saya sampaikan ke beliau. Saya 
bilang, Pak Jokowi saya hormati 
mandat yang bapak terima dari 
rakyat. Insya Allah saya hadir,” 
ucap Prabowo.

“Pak Jokowi saya percaya 
dan yakin hati dan firasat saya, 
bapak merah putih. Dan saya 
 sampaikan saya yakin dalam hati 

bapak, bapak Pancasila. Saya 
yakin dalam hati bapak, bapak 
NKRI,” lanjutnya.

Prabowo mengaku  dirinya 
mendukung Jokowi s ebagai 
 presiden, meski kala itu 
tak  menjadi bagian dari 
 pemerintahan.

Prabowo juga turut 
 mengenang pertemuannya  
d engan Jokowi di Istana Bogor 
tahun 2018. Saat itu, Jokowi 
sempat bertanya apakah Prabowo 
akan kembali maju pada Pilpres 
2019 atau tidak.

ULAMA adalah sosok pewaris 
Nabi untuk menyampaikan 

 kebenaran dan menjaga tatanan 
kehidupan di dunia ini m enjadi 
seimbang. Ulama menjadi 
sebuah fatwa yang  menentukan 

nili-nilai kebaikan juga 
k eburukan di masyarakat. 

Ulama itu merupakan uswatun 
hasanah yang perannya sangat penting dan strategis 
dalam pembangunan umat. Karena itu, tidak ada alasan 
untuk menjadikan ulama berada pada posisi yang 
netral dalam kontes pertarungan politik perebuatan 
 kekuasaan.

Hidayah
Ulama Haruskah Netral

Oleh Dr A Rasyid, MA
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Kami adalah Tim Pak Jokowi
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Ribuan Warga 
Spanyol Turun 

ke Jalan  
Dukung Perjuangan 

 Palestina
Spain, MIMBAR - Satu hari 

setelah Mahkamah Internasional (ICJ) 
 mengeluarkan seruan penghentian 
genosida pada Israel, puluhan ribu 
warga Madrid melakukan aksi unjuk 
rasa untuk  Palestina pada Sabtu (27/1).

Diperkirakan massa yang hadir 
 mencapai lebih dari 20 ribu orang. 
 Banyak di antaranya membawa 
 spanduk dan papan bertuliskan kecaman 
terhadap genosida di Jalur Gaza.

“Mereka membawa bendera 
 Palestina dan meneriakkan kata-kata 
untuk mengecam Israel,” ungkap 
 laporan Al-Arabiya.

LUAR NEGERI

SOAL PRESIDEN BOLEH BERKAMPANYE
Jokowi Diusulkan Segera Cuti
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Puan: Biar Rakyat Menilai

Medan, MIMBAR - Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran sekaligus pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra 
 mengusulkan presiden hanya perlu  menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) jika hendak berkampanye di Pilpres 2024. 

Majelis Hukum 
 Muhammadiyah 

Minta Jokowi Cabut 
Ucapan ‘Presiden 
Boleh Memihak’

MAJELIS Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 
(PP) Muhammadiyah menyampaikan sikap atas 
pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal 
presiden boleh kampanye dan memihak. Majelis 
Hukum dan HAM Muhammadiyah meminta 
Jokowi mencabut semua pernyataannya itu.

KETUA DPP PDI Perjuangan 
Puan Maharani menyikapi pernyataan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 
menyebutkan kepala negara bisa ikut 
berkampanye dengan alasan aturannya 
ada di dalam Undang-undang Pemilu. 
Puan menjelaskan biar masyarakat 
yang menilai soal tersebut.

“Biar rakyat yang menilai, sebai-
knya itu, presiden itu apakah menjadi 
Presiden Republik Indonesia ataukah 
kemudian diperbolehkan untuk memi-
hak,” kata Puan seusai menghadiri 
acara memperingati Harla PPP ke-51 

tahun di GOR Sudiang, Makassar, 
Sulawesi Selatan, Ahad (28/1) dikutip 
dari Antara.

Karo, MIMBAR - Seratusan massa 
mengatasnamakan Kelompok Tani Hutan 
Lagasima Lestari menggelar unjuk rasa atas 
pengerusakan lahan seluas 4 hektar dan  
tanaman di lahan pertanian Desa Lau Garut, 
Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, 
medio pekan lalu (24/2).

Dalam aksinya, Ketua Kelompok 

Tani Hutan Lagasima Lestari, Juda Rius 
 Sinulingga mengatakan, aksi ini dilakukan 
terkait  pengrusakan lahan dan tanaman yang 
diduga dilakukan oleh JG, PH dan LS yang 
m erupakan karyawan PT Indah Poncan Desa 
Rukam, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten 
Karo.

“Unjuk rasa ini kami lakukan karena 

tiga kali kejadian dalam kurun tahun 2023 
p engrusakan lahan dan pencurian tanaman  
milik masyarakat yang dilakukan diduga 
 merupakan karyawan PT Indah Poncan,” 
ujarnya kepada awak media ini, Ahad 
(29/2/2024).

Juda menjelaskan, “Pada bulan Februari 
2023 lalu, lahan kami seluas 4 hektar dibakar 

dan sisa bibit yang sudah ditanami dicuri. 
 Pertama kali kejadian, lahan kami dibakar 
dan sisa bibit dicuri oleh para pelaku. Akibat 
kejadian itu, tanaman berupa mangga, kemiri 
dan jagung ludes terbakar. Kalau ditotal 
 seratusan juta juga kerugiannya.”.

Laporan Kelompok Tani Lafasima Tak Kunjung Diproses 

KINERJA POLISI DISOAL 
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“Beliau terang-terangan tanya ke saya ini kisa-
ran 2018. Beliau tanya 2019 mau maju lagi? Saya 
terang-terangan, saya Insya Allah kalau fit dan da-
pat dukungan saya maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut men-
yatakan dirinya akan bertanding dalam pilpres 
dengan baik, serta sikap ksatria dan sopan santun 
tanpa kedengkian dan kebencian.

RESPON PDIP
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kris-

tiyanto merespon klaim calon presiden nomor urut 
2, Prabowo Subianto bersama Koalisi Indonesia 
Maju (KIM) merupakan tim dari Presiden Joko 
Widodo (Jokowi).

“Nanti kita lihat, artinya ketika presiden Jokowi 
aja sudah sampai seperti itu akan diklaim oleh Pak 
Prabowo itu,” kata Hasto di Kantor TPD Ganjar-
Mahfud Sulsel di Makassar, Sabtu (27/1).

Di sisi lain, Hasto menyebut rakyat mencatat 
ada kondisi alam yang tidak merestui perjalanan 
politik capres nomor urut 2 tersebut dengan berba-
gai kejadian beberapa waktu terakhir.

“Itu bertentang dengan kondisi sebenarnya, 

termasuk signal-signal langitan, tiba-tiba mobil 
presiden bannya kempes, bensinnya habis. Meres-
mikan talinya putus, pohon beringin di Solo ke-
mudian rubuh, di tempat Prabowo (pohon) juga 
rubuh menimpa mobil polisi. Itukan sinyal langi-
tan,” ujarnya.

Berpolitik itu, kata Hasto, selama ditujukan 
kepada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara 
tanpa ambisi kekuasaan itu bakal diwarnai hal-hal 
yang baik.

“Tetapi kalau berpolitik itu ambisi kepada 
kepentingan-kepentingan sempit itu akan diwar-
nai manipulasi,” katanya. (cnni/js)

Kami adalah...

Dari Halaman 1

Juda menambahkan, dirinya dan masyarakat 
telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Su-
mut.

“Setelah kami lapor ke Polda, ternyata dil-
impahkan ke Polres Karo. Namun sampai seka-
rang laporan kami tidak kunjung ada kejelasan. 
Bahkan, sampai sekarang sudah tiga kali kejadian 
pengrusakan dan pencurian di lahan kami dan su-
dah kedua kalinya kami buat laporan ke Polsek 
Mardingding tidak juga diproses,” jelasnya.

Disebutkannya, pelaku yang sama juga mel-
akukan kejadian serupa dengan merusak lahan 
pada Agustus dan September 2023.

“Jadi sudah tiga kali lahan dan tanaman kami 

dirusak sama mereka. Ketiga kejadian ini ada si 
JG di situ. Waktu tanggal 25 Agustus, mereka 
mencabut bibit coklat milik kami. Kemudian pas 
tanggal 9 dan 10 September mereka menyem-
prot racun ke tanaman jagung dan pepaya sam-
pai tanamannya mati. Ada videonya saya rekam. 
Saksi kami sudah cukup, rekaman juga sudah ada 
kenapa polisi tidak menangkap para pelakunya,” 
imbuhnya. 

Juda menambahkan, dirinya dan pengurus 
kelompok tani lainnya telah berkoordinasi dengan 
penyidik. Namun, tidak ada tindak lanjut dari ke-
polisian perihal laporan tersebut.

“Yang pertama laporan kami Nomor:  
STTLP/B/265/III/2023/SPKT/Polda Sumut 
dan yang kedua Nomor: STPL/35/X/2023/SU/

RES.T.KARO/SEK DINGDING. Bayangkan 
saja tidak ada yang diproses sampai saat ini. Ada 
apa sebenarnya, ini sudah tahun 2024, kenapa 
tidak ada kejelasan dan kepastian hukum atas 
laporan kami,” ungkapnya.

Juda berharap kepada pihak kepolisian, khu-
susnya Polda Sumut dan Polres Tanah Karo, bek-
erja secara profesional.

“Kami meminta agar hukum dijalankan se-
bagaimana mestinya. Segera proses para pelaku 
yang merusak dan mencuri tanaman kami. Saya 
sendiri mengkhawatirkan kalau ini tidak ada titik 
terang, masalah akan semakin membesar. Kami 
juga akan melakukan aksi damai kedepannya 
agar laporan kami diproses dan ada pelaku yang 
ditangkap,” pungkasnya. (mc/js)

Kinerja Polisi...

Dari Halaman 1

Menurut Puan, pernyataan yang diucap-
kan Jokowi erat kaitannya dengan pemberian 
dukungan kepada pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subian-
to-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupa-
kan anak sulung dari Jokowi. 

Sebelumnya Jokowi menyatakan presiden 
boleh berkampanye untuk menjawab pertan-
yaan wartawan dan menganggap itu sesuai den-
gan ketentuan Undang-undang.

“Itu kan ada pertanyaan dari wartawan men-
genai menteri boleh kampanye atau tidak, saya 
sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-
undangan,” kata Joko Widodo dalam keteran-
gan yang disampaikan melalui video dari Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, seba-
gaimana dipantau di Jakarta.

Presiden kemudian menunjukkan sebuah 
kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-
undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Ini saya tunjukkin (menunjukkan kertas). 
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas 
dalam pasal 299 menyebutkan bahwa presiden 
dan wakil presiden mempunyai hak melaksana-
kan kampanye, jelas?” ujar Presiden.

Dia menegaskan apa yang disampaikannya 
beberapa waktu lalu terkait presiden boleh mel-
akukan kampanye adalah ketentuan yang ada 
dalam Undang-undang Pemilu.

“Itu yang saya sampaikan ketentuan men-
genai Undang-undang Pemilu. Jangan ditarik 
ke mana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga 
jelas, bahwa kampanye, pemilu yang mengikut-
sertakan Presiden dan Wakil Presiden harus me-
menuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas 
dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan, 

dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” 
tegasnya.

Dia pun kembali meminta agar pernyataan-
nya beberapa waktu lalu tidak ditarik atau di-
interpretasikan ke mana-mana, karena dirinya 
hanya menyampaikan ketentuan perundang-
undangan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Pres-
iden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni 
pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 
nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran 
Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar 
Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye 
mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 
2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari, 
dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 
Februari 2024.(ant/js)

Puan: Biar...

Dari Halaman 1

Yusril menjelaskan melalui Keppres itu, pres-
iden menugaskan wakil presiden untuk men-
jalankan tugasnya sehari-hari.

“Sederhana saja caranya. Presiden terbitkan 
Keppres menugaskan wakil presiden menjalan-
kan tugas presiden sehari-hari karena presiden 
mengambil cuti untuk melaksanakan kampa-
nye, misalnya dari Tanggal 29 sampai 31 Januari 
2024,” kata Yusril melalui keterangan tertulis, 
seperti dilansir dari CNNIndonesia, Ahad (28/1).

Ketua Umum PBB itu menyebut presiden tak 
perlu meminta izin kepada dirinya sendiri, mel-
ainkan cukup mengeluarkan Keppres.

Secara administratif, kata dia, mekanisme itu 
sama dengan presiden yang hendak melakukan 
lawatan keluar negeri ataupun menunaikan iba-
dah haji.

“Jadi Jokowi tidak perlu minta izin kepada di-
rinya sendiri. Secara administratif seperti di atas 
saja,” ucapnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebelumnya 
mengatakan, seorang presiden akan mengajukan 

cuti ke diri sendiri jika hendak berkampanye di 
pilpres.

Hasyim menjelaskan UU Nomor 17/2017 
tentang Pemilu mengharuskan presiden dan 
juga menteri untuk mengambil cuti jika ingin 
b erkampanye.

“Dia kan mengajukan cuti. Iya (ke diri 
 sendiri), kan presiden cuma satu,” kata Hasyim 
di  Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis 
(25/1).

Ucapan Presiden Joko Widodo sebelumnya 
cukup menjadi sorotan dengan mengatakan 
p residen boleh memihak dan berkampanye 
di pilp res. Ia menyampaikan itu saat jurnalis 
m eminta tanggapannya soal sejumlah  menteri 
ikut mengampanyekan peserta Pemilu dan 
 Pilpres 2024.

Pada kesempatan lain, Jokowi menegaskan 
melalui pernyataan itu sebatas menjelaskan atu-
ran yang tertuang dalam UU No. 7/2017 tentang 
Pemilu. Tanpa ada maksud untuk menunjukkan 
keberpihakannya di Pilpres 2024.

“Sudah jelas semua, kok. Sekali lagi, jangan 
ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan 

kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ke-
tentuan aturan perundang-undangan karena dit-
anya,” kata Jokowi dalam video yang diunggah 
YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1).

 
 BELUM ADA RENCANA  KAMPANYE 
Koordinator Staf Khusus Presiden RI,  Ari 

Dwipayana mengatakan, Presiden Joko W idodo 
(Jokowi) hingga saat ini belum berencana 
berkampanye meski diatur dalam  undang-undang 
(UU) Pemilu.

“Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, 
s ampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada 
rencana berkampanye,” kata Ari melalui pesan 
s ingkat, Ahad 28/1).

Ari menjelaskan, Jokowi masih fokus mel-
akukan tugas-tugas kepresidenan. Salah satunya 
berkunjung ke berbagai daerah untuk melihat 
kondisi masyarakat.

“Hari-hari ini, presiden berada di Yogyakarta 
dan Jawa Tengah untuk beberapa agenda kun-
ker (kunjungan kerja), di antaranya peresmian 
 Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil 
Magelang,” ujar Ari.(cnni/js)

Jokowi Diusulkan...

Dari Halaman 1

Di Indonesia, sejak penjajahan berada di ibu pertiwi ini, 
sosok ulama tidak pernah tinggal diam, tetap memainkan 
perannya dalam menggerakkan umat untuk berjuang mer-
ebut kemerdekaan. 

Hari ini ulama harus berbuat mengisi kemerdekaan agar 
kita semua berada dalam lindungan Allah SWT.

Setelah Indonesia merdeka, ulama juga tidak boleh 
dibatasi hak-haknya untuk ikut menentukan arah politik yang 
sesuai dengan pandangannya yang tepat.

Adalah salah mengimbau ulama untuk tidak berperan 
atau meminta untuk netral ketika pertarungan politik ber-
langsung. Ulama sesungguhnya haus menyelamatkan umat 
dari kerusakan dan kebodohan.

Ulama harus bisa mengarahkan umatnya untuk menen-
tukan pilihan politik yang benar. Ini bukan berarti ulama me-
mecah belah umat, tetapi kata kuncinya adalah penyelamatan 
umat.

Tidak mungkinlah ulama harus berdusta dan membiar-
kan umatnya terperosok ke dalam kancah politik persekong-
kolan  jahat. 

Kita juga tidak ingin adanya intimidasi terhadap ulama 
untuk bersikap netral dalam pertarungan poltik yang sedang 
berlangsung.(*)

Ulama Haruskah...

Hidayah

Dari Halaman 1
Sementara peserta demo yang lain memegang papan uca-

pan terima kasih kepada Afrika Selatan karena telah membawa 
kasus melawan Israel ke ICJ.

Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi 
Genosida PBB tahun 1948, yang ditetapkan setelah Perang 
Dunia II dan Holocaust.

Dalam keputusannya pada Jumat (26/1) lalu, ICJ mengata-
kan Israel harus mencegah genosida dalam perangnya dengan 
Hamas dan mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, namun tidak 
menyerukan diakhirinya pertempuran tersebut.

Keputusan itu dikecam oleh Perdana Menteri Israel Benja-
min Netanyahu karena dianggap keterlaluan.

Spanyol adalah salah satu negara Eropa yang paling kritis 
terhadap serangan Israel di Gaza. Negara ini menyambut baik 
keputusan ICJ untuk penghentian genosida.

Hubungan antara Israel dan Spanyol memburuk karena si-
kap Madrid mengenai masalah Gaza.

Israel menarik kembali diplomat utamanya di Madrid pada 
bulan November setelah Perdana Menteri Spanyol Pedro 
Sanchez menyatakan keraguannya mengenai legalitas perang 
Israel di Gaza.

Namun akhirnya Dubes Israel kembali ke Madrid pada bu-
lan Januari.(rm/js

Ribuan Warga...
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Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang 

ditandatangani oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM 
M uhammadiyah, Trisno Raharjo, seperti dikutip, Minggu 
(28/1/2024). 

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah  memandang 
penting untuk menyampaikan sikap sebab memiliki p eran 
dan tanggung jawab keumatan serta kebangsaan untuk 
menjaga nalar demokrasi yang diperjuangkan oleh seluruh 
 komponen bangsa.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah menyatakan 
tak ingin demokrasi diseret sesuka hati elite politik ber-
dasarkan keinginan dan kepentingannya masing-masing. 
Bagi Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, perny-
ataan Jokowi itu tidak bisa dilihat hanya dari kacamata 
normatif tetapi juga dari sudut pandang filosofis, etis dan 
teknis.

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut se-
mua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan 
institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Pres-
iden boleh kampanye dan boleh berpihak,” demikian salah 
satu poin  sikap Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah juga mem-
inta Jokowi menjadi teladan yang baik dengan selalu taat 
hukum dan menjungjung tinggi etika dalam bernegara. 
Jokowi  diminta menghindarkan diri dari segala bentuk 
pernyataan dan tindakan yang berpotensi memicu fragmen-
tasi sosial.

“Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam mel-
akukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakan-
nya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) 
untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu,” lanjut ket-
erangan Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah.

Berikut pernyataan sikap Majelis Hukum dan HAM 
 Muhammadiyah soal pernyataan Jokowi:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut 
 semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan 
 institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa  Pres-
iden boleh kampanye dan boleh berpihak.

2. Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang 
baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi eti-
ka dalam penyelenggaraan negara. Presiden harus meng-
hindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan 
yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terle-
bih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin 
meninggi.

3. Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) untuk meningkatkan sensitifitasnya dalam mel-
akukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakan-
nya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) 
untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu.

4. Menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan 
Pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekua-
saan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.

5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan pe-
nyelenggara pemilu yang terindikasi ada kecurangan untuk 
dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan 
hasil Pemilu. Sikap ini penting dilakukan oleh MK agar 
putusannya kelak yang bukan sekedar mengkalkulasi suara 
(karena MK bukan Mahkamah Kalkulator) tetapi lebih jauh 
dari itu untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu telah 
berlangsung dengan segala kesuciannya. Tidak dinodai 
oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara.

6. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-
sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara 
pemilu, dan utamanya penyelenggara negara. Pengawasan 
semesta ini diperlukan untuk memastikan Pemilu berlang-
sung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh 
pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memas-
tikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas 
negara oleh penyelenggara negara. (det/js)

Majelis Hukum...

Agresi Israel di Gaza, Korban Tewas  
 Tembus Lebih dari 26 Ribu Jiwa

Polda Sumut Tangkap Anggota 
KPU Padangsidimpuan

Medan, MIMBAR - Korban tewas di Gaza, Pales-
tina akibat serangan Israel bertambah. Terkini, korban 
tewas mencapai lebih dari 26 ribu jiwa.

Dilansir dari AFP, Ahad (28/1), Kementerian Kes-
ehatan yang berbasis di Gaza, Palestina, mengatakan 
sedikitnya 26.422 orang tewas akibat peperangan 
antara Hamas dengan Israel sejak 7 Oktober 2023 si-
lam. Laporan dari kementerian menyebut sedikitnya 
165 orang tewas dalam 24 jam terakhir. Sementara 
65.087 orang lainnya terluka sejak serangan dimulai.

Di tengah jumlah korban yang terus bertambah, 
Israel tak memberi tanda-tanda akan dihentikannya 
serangan.

Militer Israel justru mengonfirmasi bahwa mereka 

akan melanjutkan untuk menargetkan Jalur Gaza den-
gan serangan gabungan darat, udara, dan laut.

Mereka mengklaim bahwa Angkatan Udara Israel 
menargetkan pusat operasional, fasilitas penyimpanan 
senjata, pos pengamatan, dan pos anti-tank milik 
Hamas. Juru bicara militer Israel untuk media Arab, 
Avichay Adraee, membenarkan bahwa pertempuran 
sengit sedang berlangsung di Khan Younis, dikutip Al 
Jazeera.

Perang antara kedua belah pihak ini dimulai sejak 7 
Oktober 2023 lalu. Serangan mendadak Hamas mem-
buat Israel geram dan terus menghantam wilayah Jalur 
Gaza hingga saat ini.

Komunitas dan organisasi internasional mendesak 

gencatan senjata segera diterapkan mengingat situasi 
yang kian memburuk di Gaza. Namun, seruan tersebut 
belum terlaksana hingga sekarang.

Teranyar, Mahkamah Internasional (ICJ) meminta 
Israel untuk menyetop tindakan genosida di Gaza dan 
memberikan laporan dalam waktu satu bulan. Per-
mintaan itu merupakan putusan jawaban dari gugatan 
Afrika Selatan atas genosida yang dilakukan Israel di 
ICJ.

Israel juga harus mencegah dan menghukum pihak 
yang menghasut untuk melakukan genosida di Jalur 
Gaza. Selain itu, Israel juga wajib mengizinkan ban-
tuan kemanusiaan memasuki Gaza dan melindungi 
warga Palestina.(cnni/js) 

Medan, MIMBAR - Anggota 
KPU Padangsidimpuan Parlagutan 
Harahap terjaring operasi tangkap 
tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli 
Ditreskrimum Polda Sumut. Parlagu-
tan ditangkap dini hari tadi.

Ketua KPU Sumut Agus Arifin 
membenarkan soal penangkapan 
Parlagutan. Agus mengaku sudah 
koordinasi dengan Ketua KPU Pa-
dangsidimpuan Tagor Dumora.

“Sudah koordinasi ke Ketua KPU 
Padangsidimpuan, benar ditangkap 
dini hari,” kata Agus Arifin, Sabtu 
(27/1/2024).

Namun terkait dengan berapa 
orang yang ditangkap belum mereka 
ketahui. Termasuk delik penangka-

pan tersebut.
“Belum dapat infonya, ketua dan 

anggota saat ini sedang koordinasi 
juga untuk mendapatkan info lebih 
lanjut dari Polres,” ucapnya.

Dari informasi yang beredar, Par-
lagutan ditangkap ditangkap di se-
buah kafe di Padangsidimpuan dini 
hari tadi. Saat ditangkap, sedang ada 
pembagian uang dugaan pemerasan.

Polisi mengamankan uang seban-
yak Rp 25 juta saat OTT tersebut. 
Selain itu, polisi juga mengamankan 
sejumlah barang bukti lainnya.

Parlagutan disebut melakukan 
pemerasan terhadap caleg. Dengan 
diiming-imingi suara di Pimilu 2024.
(det/js)


